BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak
penerimaan pemerintah Indonesia baik itu pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah digunakan untuk membiayai pembangunan didaerah
yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang
ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak,
dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan
kewajibannya. Salah satu pendapatan hasil daerah yaitu berasal dari
pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk
kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.

Di Indonesia dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan
meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ditinjau dari lembaga
pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat
(Provinsi) dan Pajak Daerah (Kabupaten). Pemerintah itu sendiri
mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan itu
pengembangan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam
hal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana
penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang yang dimana dengan tidak mendapat jasa timbal balik



(kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan ,dan yang di gunakan
untuk membayar pengeluaran umum.? Undang-Undang No. 28 Tahun
2007 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah
(PAD) sedangkan sumber pendapatan asli daerah tertuang dalam Pasal 6
Ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 yang terdiri dari pajak daerah,
retribusi atau pungutan langsung, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang dianggap
sah. Dalam Pasal 5 ayat 1 di jelaskan mengenai pendapatan daerah yang
sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah jasa giro, pendapatan
bunga, keuntungan selisih, komisi penjualan, potongan penjualan serta
penghapusan barang dan jasa oleh daerah.*

Menurut PERDA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi daerah membuat pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya
pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat kini diserahkan kepada

pemerintah daerah dan kini mempunyai tambahan dana Pendapatan Asli

2 H. Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi, ( Bandung : Refika
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Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah salah satunya ialah
berasal dari pajak bumi dan bangunan.® Sebelum Peraturan daerah ini
muncul, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat namun dana
penerimaan dikembalikan ke daerah sehingga pemerintah daerah tinggal
menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Pemberian
kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
diharapakan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah untuk terus
berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Indonesia sendiri dibagi menjadi
2 (dua) jenis Pajak, yaitu Pajak Negara (Pusat) dan Pajak Daerah atau
Kota. Pajak negara anatra lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), Bea Meterai. Dan yang merupakan perubahan terakhir
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terbagi atas 5 (lima) jenis
pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak
Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Provinsi yang
dibagi dalam 11 (sebelas) jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel (usaha
kos), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, (Tulungagung: PEMDA Tulungagung, 2007), hal 25



Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).

Pajak hotel merupakan salah satu jenis dari pajak daerah. Hotel
terdiri dari berbagai macam tingkatan, termasuk di dalamnya terdapat
sebuah usaha rumah kos. Pajak Hotel dimana pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga, rumah penginapan dan sejenisnya. Hotel
terdiri dari berbagai tingkatan seperti rumah kos/ losmen/ penginapan
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Obyek Pajak Hotel
adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga
dan hiburan. Fasilitas yang diberikan oleh hotel adalah phonsel,
faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi
dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Subyek
Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
hotel. Untuk di Kabupaten Tulungagung sediri Tarif Pajak Hotel
ditetapkan sebesar 5% untuk rumah kos/ losmen/ penginapan dengan

memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar dan 10% untuk

6 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak
Daerah, (Tulungagung: Peraturan Daerah Tulungagung, 2019), hal. 37



hotel Melati 3 seperti (Narita, Crown, Istana,dll).” Menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 20009,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).8

Kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya
merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak. Penyebab
kurangnya kemauan dalam membayarkan pajak ialah asa perpajakan,
bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh
para wajib pajak. Pada kenyataannya masalah kemauan dalam
membayar pajak hanyalah masalah mau atau tidaknya para wajib pajak
dalam membayarkan pajaknya. Kemauan membayar pajak ini
merupakan suatu tindakan dari masyarakat yang mau melaksanakan dan
membayar pajak dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Untuk
mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus agar kemauan
Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang
berlaku.

Dalam Al-Quran (bahasa Arab) terdapat kata “pajak” yaitu

terdapat pada terjemahan QS Al-Taubah [9]:29)
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dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak

" H. Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2, (Bandung: Eresco, 2011), hal. 17
8 Ibid, hal. 90



mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya
dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,
sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka
dalam Keadaan tunduk.®
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagug No. 7
Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua
Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan
dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel
ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan
pajak hotel guna meningkatkan penerimaan daerah. Berikut ini
merupakan pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah kontribusi
pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung yang akan dijelaskan

dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Kontribusi Realisasi Peneriman Pajak Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-

2020
TAHUN PAD PAJAK %
DAERAH KONTRIBUSI
2016 342.570.756.798,97 67.457.168.815,0
2 19,69
2017 503.103.394.882,52 85.826.143 17,06
.046,20
2018 453.153.465.2 95.755.873 21,13
80,26 .390,28
2019 486.358.101.2 102.597.23 21,09
84,37 2.045,00
2020 510.549.330.8 93.357.599 18,29
95,05 .038,00

Sumber : Data Publikasi BAPENDA Kabupaten Tulungagung®

Dari tabel 1.1 dapat dilihat kontribusi pajak daerah terhadap
pendapatan daerah dari tahun 2016-2020 tidak selalu stabil, akan tetapi
kontribusi pendapatan paling besar di tahun 2018 sebesar 21,13. Dari
kontirbusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pajak Daerag paling
sedikit penerimaan di tahun 2020 sebesar 18,29. Dikarenakan adanya
COVID-19 ini menyebabkan pendapatan menurun dan mengakibatkan
wajib pajak mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan penerimaan

pajak Hotel sendiri akan dijelaskan dalam Tabel 1.2, sebagai berikut:

10 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2020,
(Tulungagung: PERDA Tulungagung), hal. 1



Tabel 1.2

Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020

Tahun Hotel Melati Tiga Losmen /Penginapan Total Pajak
/Hotel /Kos
2016 | 2.958.041.763,00 22.488.290,00 2.980.530.053,00
2017 | 2.874.774.480,00 50.340.000,00 2.925.114.480,00
2018 | 2.947.744.452,00 143.191.700,00 3.090.936.152,00
2019 | 3.542.021.623,00 193.912.750,00 3.735.934.373,00
2020 | 1.852.032.149,00 96.741.226,00 1.948.773.375,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung®

Tabel 1.2 penerimaa pajak hotel di bagi 2 macam vyaitu hotel
melati tiga seperti hotel berkelas (Hotel Istana, Narita, crown
Victoria,dll), dan untuk tarif pajak hotel melati tiga sebesar 10%. Dan
sedangkan Losmen/ penginapaan/ hotel/ kos untuk tarif pajak dikenakan
5%. Dari tabel di tatas bahwa dari tahun 2016-2019 terus mengalami
peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi pada tahun 2020
pendapatan hotel melati tiga maupun kos mengalami penurunan yang
sangat besar yang pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.735.934.373,00
menjadi Rp 1.948.773.375,00. Hampir 50% mengalami penurunan
pendapatan. Karena pada tahun 2020 tidak hanya di Tulungagung saja
tetapi seluruh dunia terdapak pademi virus COVID-19 vyang
mengakibatkan seluruh universitas dan beberapa usaha makro mikro
mengalami penutupan dan mengakibatkan mengalami penurunan
pendapatan. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah diharapkan ada

peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban

1 1bid., hal. 2



perpajakan. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah membentuk
peraturan daerah tentang pajak hotel. Dan di dalam pajak hotel terdapat
juga peraturan tentang pajak kos.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan
pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan
dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD
yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah.
Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan
cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berkembangnya perekonomian dan pendidikan di Kabupaten
Tulungagung menimbulkan banyaknya jumlah pendatang yang sebagian
besar adalah mahasiswa. Perguruan tinggi yang tersebar diseluruh
wilayah Kabupaten Tulungagung seakan-akan menjadi tarikan medan
magnet yang sangat kuat bagi para putra-putri bangsa dalam mengejar
pendidikannya. Diperkirakan sebagian besar mahasiswa yang menuntut
ilmu adalah mahasiswa yang berasal dari luar Kabupaten Tulungagung.

Kenaikan jumlah penduduk dan dalam hal ini adalah para
mahasiswa, akan berimplikasi pada naiknya permintaan akan hunian
sementara. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya, lebih dari setengah
mahasiswa tahun ajaran baru berasal dari luar kota atau daerah. Jadi
dapat memungkinkan bagi para mahasiswa membutuhkan hunian

sebagai tempat tinggal sementara selama menimba ilmu di perguruan
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tinggi, dan tidak dapat dipungkiri lagi keberadaan akan rumah kos
sebagai tempat tinggal sementara sangat dibutuhkan dan semakin
meningkat. Sektor ini dinilai bisnis yang cukup menjanjikan
kedepannya. Menjadikan banyaknya yang mendirikan usaha rumah kos
bermunculan yang merupakan penduduk asli setempat. Melihat kondisi
tersebut tentu saja menjadi sangat potensial terhadap penerimaan pajak
baik daerah maupun pusat.

Dari objek yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Penerimaan
Wajib Pajak (NPWP) hotel untuk keseluruhan di wilayah Kabupaten
Tulungagung ada sebanyak 83 objek pajak daerah. Dari 83 objek pajak
daerah, untuk rumah kos sendiri ada sebanyak 49 rumah kos yang telah
terdaftar, kemudian untuk penginapan/losmen ada sebanyak 14 yang
telah terdaftar dan untuk hotel ada sebanyak 20 yang telah terdaftar.
Dari jumlah rincian diatas untuk di wilayah Kelurahan Bago yang
mendirikan dan memiliki usaha rumah kos ada sebanyak 23 orang
pemilik usaha rumah kos. Namun dari 23 tersebut yang telah terdaftar
sebagai objek pajak daerah hanya 2 dari total usaha rumah kos yang ada
di Kelurahan Bago. Oleh karena apakah penyebab dari sedikitnya yang
telah mendaftarkan wajib pajak kos, apakah kurangnya pedoman dan
pemahaman masyarakat khususnya di Kelurahan Bago terkait
pengetahuan dan cara mendaftarkan untuk memiliki NPWP. Dinas
pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung mengadakan sosialisasi ke

beberapa Kecematan yang dinilai potensial oleh Pemerintah Daerah.
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Sosialisasi tersebut dilaksanakan di tingkat dusun dengan cara
kerjasama dengan menghadirkan para tokoh RT, RW dan pemilik
rumah kos yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak.

Seperti halnya kenapa usaha mendirikan rumah kos di Kecamatan
Tulungagung sangat berpeluang besar, karena sebagian dari Kabupaten
Tulungagung terdapat beberapa Universitas yang ada di Kabupaten
Tulunagagung seperi (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (SETIKES),
Universitas Islam Negeri, Diponegoro, dan lain-lain) dan tempay kerja
seperti Piala Mas, Swalayan Bravo, Apollo, RS Bayangkara. Dengan
keberadaan Universitas dan tempat kerja tersebut maka merebak usaha
sewa kamar kos disekitar kampus maupun tempat kerja. Ini terjadi
karena para mahasiswa dan perantau yang kebanyakan berasal dari luar
kota membutuhkan tempat tinggal sementara waktu bagi mereka yang
menuntut ilmu maupun mereka yang mencari nafkah. Maka dapat
dilihat semakin tingginya kebutuhan maka semakin banyak masyarakat
yang tergiur melihat usaha kos-kosan sebagai peluang bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rustam ditahun 2021 dengan
judul “Perspektif Pemiliki Usaha Rumah Kos Tentang Pemahaman
Pajak Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar’’, menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan perspektif pemilik usaha rumah kos
mengenai pajak hotel kategori rumah kos masih kurang dikarenakan

kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan tarif pajak hotel kategori
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rumah kos masih dirasa memberatkan sehingga menimbulkan Tindakan
penghindaran pajak. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada
petaruran yang digunakan sebagai pedoman/acuan penelitian.!?
Sedangkan hasil penelitian dari Penelitian dari Wulandari pada tahun
2015 dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan
Daerah kota Malang nomor 16 tahun 2010 kategori pajak rumah kos™ ,
jenis penelitian deskritif kualitatif, alat analisis yang digunakan dengan
metode wawancara, snowball sampling dan triangulasi. Hasil
penelitiannya, Wajib pajak hotel atas rumah kos memahami aturan
perpajakan tentang usaha rumah kos, mengisi formulir wajib pajak
dengan benar,menghitung pajaknya dengan benar dan telah
membayarkan pajak rumah kos. Perbedaan pada penelitian ini terdapat
pada metode penelitian yang digunakan metode wawancara dengan
pihak wajib pajak usaha kos yang telah yang telah terdaftar sebagai
wajib pajak.’® Sedangkan penelitian serupa milik SITIO pada tahun
2018 dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos
tentang pajak kos di kecamatan depok’’, menggunakan teknik analisis
statistik deskritif melalui pendekatan kuantitatif, alat analisis yang
digunakan untuk mengukur pemahaman pemilik kos tentang pajak kos

adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan

2. Andi Rustam, Perspektif Pemiliki Usaha Rumah Kos Tentang Pemahaman Pajak
Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, VVol. 4 No. 1, (jurnal
Riset Perpajakan. Makassar, 2021), hal. 15

13 Nur Wulandari, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos, (Jurnal Mahasiswa Perpajakan,
7(1). Malang, 2015), hal. 22
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bahwa pemilik usaha kos menunjukan bahwa pemilik usaha kos
memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak kos. Dalam
prateknya walaupun para pemilik usaha kos sudah paham, tetapi mereka
masih belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban pajak mereka.
Perbedaan terletak pada metode pendekatan untuk penelitian ini
menggunakan metode pendekatan kualitatif.’* Berdasarkan hasil di atas,
peneliti ini ingin mengangkat mengenai tingkat pemahaman pemilih
usaha kos tentang peraturan pajak kos. Dan penelitian ini di lakukan di
Kecamatan Tulungagung karena disana terdapat beberapa tempat usaha
dan dekat dengan beberapa universitas yang mana disekitarnya merebak
usaha kos-kosan. “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos
Tentang Pajak Kos-Kosan Sesuai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
Tentang Pajak Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos di Kelurahan
Bago Kecamatan Tulungagung)”
. Identifikasi Masalah

Pajak ialah perekonomian sebuah negara merupakan salah satu
unsur terpenting, terutama untuk sebuah negara berkembang seperti
Indonesia. Pajak Hotel di Tulunggaung di bagi menjadi dua yaitu pajak
hotel melati tiga yang tarif pajaknya dikenakan sebesar 10% dan
losmen/ kos di kenakan sebesar 5% dari omsetnya setiap bulannya dan
ini belaku untuk indekos di atas 10 kamar. Indekos di atas 10 kamar

wajib membayar pajak, akan tetapi realisasi saat ini dinilai masih jauh.

14 SITIO, E. E, Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos

Di Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik Dan Kecamatan Mlati, ( Yogyakarta : Uajy,
2018), hal. 13
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Banyak masyarakat Indonesia yang masih bingung dengan kegunaan
membayar pajak, pemahaman masyarakat akan pajak masih kurang dan

tingkat kesadaran pemilik indekos masih rendah.

. Fokus Penelitian
Berdasarkan paparan latar belakang di atas pentingnya
pemahaman wajib pajak akan pajak kos-kosan di Kelurahan Bago, maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pemahaman pajak kos-kosan pada pemilik usaha kos
yang telah memiliki NPWP?
2. Bagaimana pemahaman pajak kos-kosan pada pemilik usaha kos
yang tidak memiliki NPWP?
3. Bagaimana perbandingan tingkat pemahaman pajak kos-kosan antara

pemilik usaha kos yang telah memiliki dan tidak memiliki NPWP?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman pemilik usaha kos
yang telah memiliki NPWP.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman pemilik usaha kos
yang telah memiliki NPWP.

3. Untuk mengetahui perbandingan tingkat pemahaman pemilik usaha

kos yang telah memiliki dan tidak memiliki NPWP.

. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan paparan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan
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penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis
maupun secara praktis. Berikut manfaat yang diharapkan oleh peneliti :
1. Secara Teoritis
a. Secara teoritis dapat digunakan sebagai pengetahuan secara
mendalam mengenai penjelasan yang bermanfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan mata kuliah Akuntansi Pajak.
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
perbandingan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan
kenyataan yang ada dan untuk menambah dan meningkatkan
pengetahuan bagi penulis.
b. Bagi Institutsi
Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu masukan
yang berguna dan bermanfaat yang berkaitan dengan seberapa
besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak,
norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran
pajak bumi.
c. Bagi Akademisi
Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat untuk

menambah khasanah keintelektualitasan dan wawasan bagi
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pengembangan keilmuan serta diharapkan menjadi acuan untuk

penelitian berikutnya.

d. Bagi Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan atau

referensi untuk peneliti selanjutnya atau penelitian sejenisnya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup yang akan dijadikan bahan penelitian ini adalah untuk
menguji seberapa besar tingkat pemahaman pemilik usaha kos
tentang pajak usaha kos di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung
Kabupaten Tulungagung.

2. Keterbatasan Penelitian
Batasan penelitian ditujukan sebagai patokan melakukan penelitian
agar tidak menyimpang dari sasaran penelitian. Penelitian ini dibatasi
oleh beberapa hal, yaitu diantaranya di lakukan di Kelurahan desa
Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan
menggunakan metode wawancara di beberapa pemilik kusaha kos
yang ada di Kelurahan Bago dan penelitian ini hanya meneliti
tentang tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak usaha

kos.

G. Penegasan Istilah

Penulis di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dari judul
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skripsi ini, guna untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca
mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang
digunakan dalam skripsi ini adalah Analisis Tingkat Pemahaman
Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos di Kecamatan Tulungagung.
Yang ingin di sampaikan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut.

Tingkat pemaham pemilik usaha kos meliputi pemahaman
mengenai mekanisme pengukuhan kena pajak (PKP), pemahaman
mengenai tarif dan pembayaran, pemahaman mengenai sanksi dan
pemahaman mekanisme pembayaran. Dimana pemilik usaha rumah kos
wajib me ndaftarkan bahawa telah mendirikan usaha rumah kos dan
dimana diharuskan membayar pajaknya tiap bulan, dengan cara
menghitung pajaknya sendiri. Pihak wajib pajak yang merupakan
pemilik kos sendiri merespon positif akan penghitungan pajak yang
harus dilakukannnya tiap bulan, perhitungan pajak kos dirasa mudah
karena sudah ada tarif yang ditetapkan. Sehingga, pajak terhutang
adalah hasil kali dari harga kamar yang tersewa dengan tarif yang sudah
ditetapkan oleh peraturan.

Tingkat pemahaman sangat berpengaruh terhadap wajib pajak kos
seperti mengetahui manfaat dari pembayaran pajak untuk membangun
Kabupaten Tulunggaung lebih baik sehingga wajib pajak patuh dalam

pembayaran pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan



18

dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban
menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang. Pemahaman
Wajib Pajak terhadap peraturan pajak sebagai cara menumbuhkan
kepatuhan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak
terlambat dalam pelaporan pajak. Wajib Pajak yang pemahaman
terhadap peraturan pajak yang berlaku di Indonesia diharapkan akan
meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pemahaman Wajib
Pajak terhadap peraturan pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah
dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak yang tentunya akan

mengurangi tingkat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.®®

. Sistematika Skripsi

Karena begitu banyak dan kompleksnya materi yang disajikan
dalam sebuah penelitian, maka sistematika skripsi dapat digunakan
unruk mempermudah para pembaca menemukan setiap bagian yang
diberikan dan dapat dipahami dengan tepat. Sitematiak pembahasan ini
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian
alhir. Untuk lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Awal yang terdiri dari halaman sampul depan, hlman
judul, halaman persetujuan pembimbinh, halaman pengesahan penguji,
halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar
dabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian Utama yang terdiri dari beberapa seperti dijelaksan

15 Antikasari, Prosedur Kebijakan Perpajakan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), him. 15
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sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran yang akan dibahas dalam
penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari bebrapa sub bab, di antaranya:
Latar belakang maslh, Identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan

penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab Il landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan tentang kerangka teori yang berisi variabel
penelitian yang menjelaskan mengenai konsep dan teori Pengaruh
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, yang membahas rumusan
masalah serta landasan teori dan ditinjau penelitian terdahu, kemudian

menjelaskan tentang hipotesis penelitian.

Bab 111 Metode Penelitian
Bab ini berisi tentang pendekatan jenis penelitian, popilasi dan
sampel penelitian, sumber variabel dan skala penguukurannya, serta

teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian
Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi

deskripstif data pengujian hipotesis dan temuan penelitian.
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Bab V Pembahasan
Bab ini membahas tentang bagaimana hasil dari penelitian yang

sudah dilakukan.

Bab VI Penutup
Pada bab ini beisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan

saran.

Bagian akhir, pada bagian ini memuat uraian tentang daftar
pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat

hidup.



